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ABSTRACK

Tata perusahaan yang baik dibutuhkan dunia perbankan terutama BPR untuk tetap bertahan,
yang disokong Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor :
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Permasalahan
yang diteliti, pertama bagaimana penerapan Good Corporate Governace (GCG ) pada PT.
BPR Dharma Nagari. Kedua permasalahan serta usaha penyelesaian dilakukan PT. BPR
Dharma Nagari dalam menerapakan prinsip GCG, Penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa tentang bekerjanya hukum
dalam masyarakat, dimana perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan
hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Hasil yang diperoleh PT.
BPR Dharma Nagari setelah melaksanakan GCG berpedoman pada Peraturan Otoritas jasa
Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan
Rakyat, dengan lima prinsip dasar yaitu tranparansi, akuntabilitas, responsibility, fairnes dan
indepedensi.Permasalahan yang ditemukan oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan
prinsip GCG adalah penerapan hukum yang tidak efektif, lemahnya manajemen resiko,
lemahnya sumber daya manusia dan budaya pada PT. BPR Dharma Nagari yang tidak
mendukung. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut adalah PT. BPR Dharma Nagari melakukan pengawasan oleh SPI.
Meningkatkan mutu sumber daya manusia, melaksanakan penerimaan karyawan secara
terbuka.

Kata Kunci: GCG, Pengelolaan, BPR.

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan
perekonomian negara Indonesia. Kemajuan suatu Bank di suatu negara dapat pula dijadikan
ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha
dibidang jasa keuangan merupakan suatu badan yang secara hukum memiliki status yang kuat
dengan adanya kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kelancaran
usaha bank ditentukan oleh penerapan tata kelola perusahaan pada lembaga perbankan itu

sendiri.
““““ g T?ESEB‘LHDDS“

www.rc-institut.id email: ypb.pesonal@gmail.com
ojs.rc-institut.id Phone: 0813 6364 8687



http://www.rc-institut.id/
mailto:ypb.pesona1@gmail.com
mailto:wulandariagustin88@gmail.com

Journal of RESIDU, Volume 3, Issue 14 Mei 2019 ISSN PRINT: 2598-814X ISSN ONLINE: 2598-8131
e s = e e e

Dalam prakteknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap
bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari
fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas
mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan,
menyatakan : “Menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat”.

Berdasarkan ketentuan di atas jenis bank dilihat dari fungsinya terdiri atas :

1. Bank Umum, berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Perbankan adalah “bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran™.

2.  Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU Perbankan adalah “bank
yang melakukan kegiatan usaha secara konvensinal atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (yang untuk selanjutnya disebut BPR) lebih banyak berada di
daerah-daerah kabupaten/kota yang berpusat di kecamatan, salah satunya PT. BPR Dharma
Nagari yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Segala sesuatu tentang pendirian, prinsip dan
ketentuan mengenai BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 8/26/PBI1/2006
tentang Bank Perkreditan Rakyat yang telah diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Pengawasan terhadap BPR biasanya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak keluarnya
Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK)
pengawasan terhadap bank beralih keapada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) diharapkan dapat memberi kepastian terhadap terselenggaranya kegiatan di sektor jasa
keuangan yang teratur, adil, dan transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata
diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya Good
Corporate Governance (untuk selanjutnya disebut GCG). Oleh Kkarena itu, usaha
mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan
rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai
tiga tindakan penting lain yaitu : Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; Pelaksanaan GCG
dan Pengawasan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam mendukung kesiapan BPR Pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan
yang berkesinambungan pada Bank Perkreditan Rakyat melalui peningkatan tata kelola yang
baik (GCG ). Dorongan perbaikan dalam tata kelola bank yang baik ini dibuktikan dengan
dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuanan nomor: 55/POJK.03/2016, tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor :
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Prinsip GCG dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak
langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan para pemegang saham dan
nasabah bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari
suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip tersebut mengharuskan
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pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti khusus selalu
konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan
berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan akibat semakin meluasnya pelayanan
disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin ~ meningkat pula risiko BPR
sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR juga dalam rangka
meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika
yang berlaku umum pada Perbankan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan
ini adalah 1) Bagaimana penerapan prinsip GCG pada PT. BPR Dharma Nagari?, 2)
Bagaimana kendala-kendala dan proses penyelesaian yang dihadapi oleh PT. BPR Dharma
Nagari dalam menerapkan prinsip GCG?

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang
bersifat empiris (yuridis sosiologis) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu
ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Data primer yaitu
data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya,
yaitu tempat objek penelitian dilakukan yaitu di PT. BPR Dharma Nagari

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Dharma Nagari

PT. BPR Dharma Nagari berbentuk hukum Perseroan Terbatas, dengan modal dasar Rp.
4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) dan modal disetor Rp. 2.900.000,- (dua milyar
sembilan ratus juta rupiah),namun saat ini modal disetor menjadi 3.300.000.000.- ( tigamilyar
tiga ratus juta rupiah ).PT. BPR Dharma Nagari bertujuan membantu dan mendorong
ekonomi pedesaan yang langsung menyentuh masyarakat kecil untuk usaha produktif.

Sejak awal pendiriannya hingga posisi pada tahun buku 2017 PT. BPR Dharma Nagari
telah mempunyai aset sebesar Rp. 23.863.290.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus
enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah )turun sebesar Rp1.099.205.000,- (
satu milyar sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima ribu rupiah ) atau 4.40 % dari asset
tahun 2016 sebesar Rp. 24.962.495.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh
dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) dan telah mempunyai 3 (tiga) kantor
kas.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada PT. BPR Dharma Nagari bertujuan untuk:
Tercapainya visi misi tujuan dan sasaran yang ditetapkan bank.

a. Memaksimalkan dan meningkatkan nilai PT. BPR Dharma Nagari dalam jangka
panjang dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung
jawab, indepedensi dan kewajaran.

b. Mendorong pengelolan PT. BPR Dharma Nagari secara profesional, transparan, dan
efisien dengan memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
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c. Mendorong pengelolaan risiko dan sumber daya bank ke arah yang lebih efektif
sehingga meningkatkan nilai bank.

d. Meningkatkan nilai investasi bank.

e. Mendorong agar setipa unsur pimpinan dalam mengambil keputusan, menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
bank terhadap stakeholders.

f. Meningkatkan kontribusi PT. BPR Dharma Nagari dalam perekonomian.

g. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh insan bank yang didasari pada
prinsip tata kelola.

h. Mendukung penetapan kebijakan bank yang didasari oleh prinsip tata kelola.

Dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) PT. BPR Dharma Nagari tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor :
04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Untuk pelaksanaan PT. BPR
Dharma Nagari mengacu pada Standart Prosedur Operasi Tata Kelola yang buat oleh Direksi
PT. BPR Dharma Nagari pada Januari 2016.

PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan prinsip GCG dilandasi pada 5 (lima)
prinsip dasar yaitu :

1. Prinsip Keterbukaan (Transparency).

Dalam manerapkanprinsip Keterbukaan (tranparency)PT. BPR Dharma Nagari
melakukan hal-hal sebagai berikut :

a). PT. BPR Dharma Nagari mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai
dengan haknya.

b). Informasi yang diungkapkan meliputi pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi,
sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif,
pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern,
status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat
mempengaruhi kondisi bank.

c). Prinsip keterbukaan yang dianut oleh PT. BPR Dharma Nagari tidak  mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasiabank sesuai denganperaturan perundang-
undangan yangberlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d). Kebijakan PT. BPR Dharma Nagari tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan
tersebut. PT. BPR Dharma Nagari senantiasa menyampaikan laporan secara rutin, seperti
laporan bulanan, laporan tahunan, laporan self assesment. Dan membuat sebuah grup
dalam media sosial yaitu whatshap, yang beranggotakan direksi, komisaris beserta
seluruh karyawan dan shareholders (pemegang saham), yang bertujuan sebagai forum
bertukar pikiran tempat menyampaikan perkembangan PT. BPR Dharma Nagari, dan
membuka forum tanya jawab dalam grup tersebut tentang perkembangan kinerja bank.
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2. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Dalam manerapkan prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)yang dilakukan PT. BPR

Dharma Nagari adalah :

a). Untukmenjaga kelangsungan usahanyaPT.

BPR Dharma Nagari berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking
practices) dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang - undangan, anggaran
dasar serta peraturan internal bank. Contohnya dalam hal pemberian kredit kepada
nasabah, PT. BPR Dharma Nagari telah memiliki Standar Operasional Perkreditan
(SOP) yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait
perkreditan yang sehat. SOP tersebut disusun dengan tujuan mengendalikan resiko bank
serta menghindari penyalahgunaan wewenang. SOP tersebut mencakup ketentuan
umum pemberian kredit, analisis, pengawasan kredit, agunan, administrasi dan
pengawasan kredit bermasalah.

Namun pada praktiknya PT. BPR Dharma Nagari tidak melaksanakan kegiatan
perkreditan berdasarkan prosedur tersebut, ini dibuktikan dengan meningkatnya kredit
macet menjadi 78 rekening, kurang lancar menjadi 16 rekening, diragukan menjadi 20
rekening dari 399 rekening. Dimana kredit yang tergolong kurang lancar hingga macet
rata-rata dengan plafond diatas Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah ).

b). PT. BPR Dharma Nagari harus menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan,
anggaran dasar dari peraturan internal bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang
tercantum di dalamnya, tetapi dari latar belakang dikeluarkan peraturan tersebut.

c). PT. BPR Dharma Nagari menghindari potensi merugikan terhadap pihak-pihak yang
terkait dan bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial
lingkungan.

3. PrinsipIndependensi (Independency)

Dalam menerapkan prinsip Independensi ( Independency )yang dilakukan PT. BPR Dharma

Nagari adalah :

a). PT. BPR Dharma Nagari harus menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun,
tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala
pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
Ini dibuktikan dengan telah diterapkannya ketentuan untuk mengatasi konflik
kepentingan dalam bentuk SK. Direksi seperti SK Direksi No. 271/SK/DIR/BPR DN/03-
2016 tentang Wewenang Kredit PT. BPR Dharma Nagari, dan SK Direksi Nomor :
216/SK/DIR/BPR DN/072014 tentang Peraturan Perusahaan PT. BPR Dharma Nagari,
Intinya semua keputusan ini mengatur jika terjadi konflik atau benturan kepentingan,
maka kebijakan yang diambil adalah keputusan yang tidak akan merugikan PT. BPR
Dharma Nagari.

b).PT. BPR Dharma Nagariharus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran
dasar, peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak
saling mendominasi atau melempar tanggung jawab satu dengan yang lain.

¢). PT. BPR Dharma Nagari harus melaksnakan fungsi dan tugasnya dengan uraian tugas dan

tanggung jawab. Tetapi masih banyak ditemui kemudahan dan perlakuan yang tidak wajar
diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan pengurus, direksi dan karyawan misalnya
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dalam hal kemudahan dengan mengesampingkan segala aturan dalam hal pemberian kredit

kepada keluarga pengurus, direksi maupun karyawan.Dalam hal ini bisa kita temukan

bahwa masih adanya praktek-praktek diluar ketentuan, menurut peneliti, yang seharusnya
setiap permohonan kredit masuk sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku
sehingga resiko perkreditan dapat dideteksi secara dini, dengan hal ini pelaksanaan prinsip

GCG di PT. BPR Dharma Nagari masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya,

sehingga pengelolaan bank belum mampu dilakukan secara efektif dan efisien.

4. Prinsip Kewajaran(fairnes)

Dalam menerapkan prinsip kewajaran (fairnes)yang dilakukan PT. BPR Dharma
Nagari adalah :

a). PT. BPR Dharma Nagari harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan
kepada BPR.

b). PT. BPR Dharma Nagari harus memberikan kesempatan kepada seluruh
stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi
kepentingan PT. BPR Dharma Nagari serta mempunyai akses terhadap informasi
sesuai dengan prinsip keterbukaan.

c). PT. BPR Dharma Nagari dalam penerimaan pegawai, pengembangan Karir dan
pelaksanaan tugas secara profesional dan bank tidak mebedakan suku, agama, ras
dan golongan.

Adapun wujud nyata penerapan prinsip kewajaranini, contohnya jika ada
karyawanPT. BPR Dharma Nagari yang melakukan pelanggaran,tidak peduli apapun
jabatannya dalam perusahaan atau pun karyawan itu merupakan saudara dari pejabat PT.
BPR Dharma Nagari, selama karyawan itu melakukan pelanggaran, maka karyawan itu
tetap diberikan sanksi yang tegas.

5. PrinsipAkuntabilitas(Accountability).

Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas (accountability) yang dilakukan PT.
BPR Dharma Nagari adalah :

a) PT. BPR Dharma Nagari menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing
organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi
perusahaan. Contohnya dalam setiap memberikan tugas kepada karyawan PT. BPR
Dharma Nagari harus mengeluarkan SK Direksi yang berisikan tugas dan tanggung
jawab karyawan yang bersangkutan. Selain itu penerapan prinsip akuntabilitas ini
juga dilakukan dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagarimenetapkan pembagian tugas
masing-masing ( job description ) untuk masing-masing bidang, dengan menuntut
para pimpinan dan pegawai PT. BPR Dharma Nagari untuk selalu bertanggung jawab
terhadap setiap tugas yang diembannya. Namun dalam pelaksanaannya job description
tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.Ini disebabkan oleh kurangnya
pemahaman terhadap job masing-masing.

b). PT. BPR Dharma Nagari meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai
kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam

pelaksanaan GCG.
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c). PT. BPR Dharma Nagari memastikan terdapatnya check andbalance system dalam
pengelolaan bank.

d). PT. BPR Dharma Nagari memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan
ukuran-ukuranyang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values),
sasaran usahadan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.

Wujud nyata prinsip akuntabilitas ini PT. BPR Dharma Nagari telah memiliki
ketentuan yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris, namun
dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa kelemahan seperti terdapat penetapan batas
wewenang memutus kredit untuk komisaris yang tidak sesuai dengan ketentuan dan rapat
dewan komisaris tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain kelima prinsip dasar tersebut dalam menerapkan prinsip GCGPT. BPR
Dharma Nagari menerapkan prinsip GCG yang telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Dalam
penerapannya PT. BPR Dharma Nagari, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan
peraturan tersebut antara lain :

a). Dimana dalam Pasal 24 ayat 2 POJK nomor 4/POJK.03/2015 dijelaskan bahwa "BPR
yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah
) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dan paling
banyak sama dengan jumlah anggota direksi”. Disini PT. BPR Dharma Nagari
mempunyai modal dasar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), berarti harus
mempunyai 2 (dua) orang komisaris tetapi PT. BPR Dharma Nagari hanya
mempunyai 1 orang dewan komisaris.

b). Anggota dewan komisaris belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
POJK nomor : 4/POJK.03/2015, ini dibuktikan dengan tidak adanya terdapat risalah
rapat Dewan Komisari sesuai dengan yang tercantum dalam bagian kedua nomor
4/POJK.03/2015 tentang tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.

c). Ketentuan intern mengenai batas wewenang memutus kredit belum sesuai dengan
POJK Nomor " 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi BPR, dimana pada BAB VII tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Pasal 64 dijelaskan bahwa " BPR Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas
maksimum pemberian kredit".

Ketentuan yang dimaksud disini adalah POJK Nomor : 49/POJK.03/2017
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Akan tetapi PT. BPR Dharma Nagari
berdasarkan SK Direksi Nomor : 313/KEP/DIR/BPRDN/082017 tentang Wewenang
Pemberian Kredit PT. BPR Dharma Nagari disebutkan bahwa pemberian kredit untuk
plafon maksimal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupia) persetujuan diberikan oleh
Kepala Bagian Kredit dan pemberian kredit dengan plafon diatas Rp. 50.000.000.-
(lima puluh juta rupiah) persetujuan diberikan oleh Direktur Utama dan tidak ada
ketentuan yang mengatur pemberian kredit kepada pihak terkait.

Sehingga untuk pemberian kredit kepada pihak terkait (pengurus, keluarga
pengurus dan pejabat eksekutif) tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR terutama
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pasal 6 yang menyebutkan penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada pihak terkait
wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota direksi dan 1 (satu) orang
anggota dewan komisaris.

d). Masih terdapat temuan tahun lalu yang belum ditindaklanjuti oleh PT. BPR Dharma

Nagari yang membuktikan tidak adanya itikad baik untuk melaksanakan perbaikan
yang telah dijanjikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini tidak sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .

. Masih terdapat karyawan yang merangkap tugas seperti terdapat pada struktur

organisasi PT. BPR Dharma Nagari tersebut diatas, seperti Kepala Kantor Kas Koto
Agung merangkap sebagai teller sehingga tidak ada kontrol transaksi di kantor kas

Koto Agung dan Manajemen Resiko yang masih merangkap sebagai Pelaporan.

2. Kendala-Kendala dan Proses penyelesaian yang dihadapi oleh PT. BPR Dharma
Nagari dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG)

a.

C.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang belum efektif

PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan prinsip GCG berdasarkan pada
Peraturan Otoritas Jasa Keungan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam kenyataannya masing terdapat berbagai
pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, ini membuktikan peraturan tersebut belum
berlaku secara efektif.

Berbagai faktor menjadi penyebab belum terlaksananya peraturan tersebut
terutamafaktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan peraturan tersebut, disini seluruh jajaran dalam lingkup PT. BPR
Dharma Nagari sebagai pihak yang menerapkan peraturan tersebut belum
sepenuhnya memahami hukum terutama Peraturan Otoritas Jasa Keungan nomor:
04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat,
sehingga masih banyak terdapat berbagai pelanggaran.

Lemahnya Penerapan Manajemen Resiko.

Manajemen resiko dalam suatu perusahaan sangatlah penting dimana fungsi
dari pada manajemen resiko itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi,
mengevaluasi, menangani dan memonitor resiko bisnis yang dihadapi suatu
perusahaan di masa yang akan datang. Penerapan Manajemen resiko pada suatu
perusahaan mencerminkan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan prinsip GCG.
Lemahnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam proses menerapkan prinsip
GCG, semakin tinggi sumber daya manusi semakin mudah mereka memehami
setiap ketentuan yang berlaku dan melaksanakannya sesuai yang ditentukan. Dalam
hal ini PT. BPR Dharma Nagari belum mampu menyediakan dana pendidikan dan
pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan POJK Nomor :
47/POJK.03/2017 tentang Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk

Pengembangan Sumber daya Manusia.
?2598“&1 3DIII3“
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d. Budaya pada PT. BPR Dharma Nagari yang Tidak MendukungPada kelima prinsip

GCG

Kendala yang terbesar adalah pada penerapan prinsip Akuntabilitas, yaitu
faktor budaya perusahaan yang kurang mendukung, dimana masih adanya suatu
pandangan bahwa praktik corporate governance itu hanyalah merupakan suatu
bentuk kepatuhan (conformance) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya
sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkankinerja. Hal
ini mengakibatkan aplikasi GCG tidak sepenuh hati dilaksanakan sehingga
efektivitas menjadi berkurang.

Dalam mengatasi seluruh kendala-kendala tersebut diatas PT. BPR Dharma
Nagari telah melakukan berbagai proses ataupun upaya agar prinsip GCG ini dapat
terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh PT.
BPR Dharma Nagari adalah :

1. Membentuk Sistem Pengendalian Intern Tata Kelola (SPI), dengan mengangkat

seseorang menjadiPejabat Sistem Pengendalian Intern Tata Kelola (SPI) .
Dimana kegiatan pengendalian intern itu sendiri merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keselutuhan dalam melaksanakan
pengelolaan usaha BPR, pengendalian intern terintegrasi ke dalam sistem dan
prosedur kerja yang ada di masing-masing unit kerja dalam organisasi sehingga
setiap penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan
:(SPI) bertugas dan bertanggung jawab untuk :

a). Membantu tugas Direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan
operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun
pemantauan hasil audit.

b). Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional
dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan
analisis dokumen.

c). Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber daya dan dana

d). Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan
yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Menetapkan satu orang direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, yang
berfungsi memastikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
dipenuhi PT. BPR Dharma Nagari.

PT. BPR Dharma Nagari berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia,
guna untuk meningkatkan penguasaan tugas dan keterampilan direksi dan
karyawan dengan mengirim direksi dan karyawan untuk mengikuti pelatihan dan
pendidikan, namun karena kondisi keuangan bank yang rugi, PT. BPR Dharma
Nagari berusaha menekan beban operasional sehingga tidak semua pelatihan dan
pendidikan dapat diikuti.

PT. BPR Dharma Nagari mendukung terwujudnya prinsip responbility yaitu
tanggung jawab sosial perusahaan, denganselalu mengikuti kegiatan-kegiatan
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yang memajukan masyarakat sekitar contohnya menjadi sponsor dalam
pertandingan bola antar nagari.

5. PT. BPR Dharma Nagari untuk pertama kalinya pada Januari 2018 melaksanakan
penerimaan karyawan secara terbuka, dengan melakukan seleksi secara bertahap,
yang bertujuan untuk memilih karyawan yang benar-benar memiliki kemampuan
sesuai latar belakang pendidikannya, berpotensi, dan dianggap mampu nantinya
melaksanakan masing-masing pembagian tugasnya (job description).

D. Kesimpulan

1.

Penerapan prinsip GCG pada PT. BPR Dharma Nagari berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Perkreditan Rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Standart Prosedur Operasi Tata
Kelola yang dikeluarkan oleh Direksi PT. BPR Dharma Nagari. yang dilandasi
dengan 5 (lima) prinsip dasar yaitu prinsipakuntabilitas seperti menetapkan
pembagian tugas masing-masing karyawan (job description) untuk masing-masing
bidang, prinsip keterbukaan seperti selalu update memberikan informasi pada
shareholders melalui media sosial, prinsip tanggung jawab seperti dalam
melaksanakan tugasnya harus berdasarkan SK Direksi dan SOP yang telah ditetapkan,
contoh dalam pemberian kredit harus sesuai dengan Standar Operasional Perkreditan,
Prinsip independensi seperti dikeluarkannya SK Direksi yang mengatur tentang
terjadinya benturan kepentingan, dan terakhir prinsip kewajaran yaitu memberikan
sanksi yang sama kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan

prinsip good corporate governance adalah, tidak berlakunya hukum secara efektiv
terutama Peraturan Otoritas Jasa Keungan nomor: 04/POJK.03/2015, lemahnya
penerapan manajemen resiko, lemahnya sumber daya manusia dan budaya pada PT.
BPR Dharma Nagari yang tidak mendukung.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut adalah Pertama, PT. BPR Dharma Nagari melakukan
pengawasan oleh SP1.Kedua, PT. BPR Dharma Nagari berupaya untuk meningkatkan
sumber daya manusia. Ketiga, PT. BPR Dharma Nagari selalu mengikuti kegiatan yang
bertujuan sebagai promisi, dan keempat, PT. BPR Dharma Nagari melaksanakan
penerimaan karyawan secara terbuka, dengan melakukan seleksi secara bertahap, yang
bertujuan untuk memilih karyawan yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai latar
belakang pendidikannya, berpotensi, dan dianggap mampu nantinya melaksanakan
tugas yang diberikan kepada mereka.
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